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BABI
PENDAHUL UAN

Maj el i s Haki m yang terhormat,

Ti m Penasi hat Hukum yang kami hormati,

Puji syukur Kam panjatkan kepada Allah SW yang tel ah nelinpahkan rahmat dan
karuni a- Nya sehi ngga persi dangan perkara pidana atas nana terdakwa POLLYCARPUS
BUDI HARI PRI YANTO sanpai hari ini terlaksana dengan |ancar dan tertib, rnudah-

nmudahan ber| angsung sanpai sel esai nya persi dangan

Kam sanpai kan ucapan terima kasih kepada Mijelis Hakim yang telah nenberi
kesenpat an kepada kam Jaksa Penuntut Unum untuk nenyanpai kan pendapat atas Nota
Keber at an Ti m Penasi hat Hukum Ter dakwa pada persi dangan tanggal 16 Agustus 2005.

Dal am nmengaj ukan pendapat, kam tidak akan nenanggapi Nota Keberatan atau
Eksepsi Ti m Penasi hat Hukum yang nenulis tentang opini, karena suatu opini tidak

menpunyai nilai Yuridis untuk di bahas dal am perkara ini.

Sebel um menanggapi Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, kam kenukakan
terl ebi h dahulu ketentuan yang nengatur keberatan terhadap suatu dakwaan dal am
perkara pidana, sesuai pasal 156 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Dalam hal terdakwa
atau Penasi hat Hukum nengaj ukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang
nmengadi | i perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus
di bat al kan, naka setel ah di beri kesenpatan kepada Penuntut Umum untuk nenyatakan
pendapat nya. Haki m nenperti nbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya

menganbi | keputusan".

1. Pengadi lan tidak berwenang nengadili perkaranya adalah nmenyangkut
konpetensi relatif maupun konpentensi absol ut.
2. Surat dakwaan tidak dapat diterima.



3. Surat
KUHAP.

Dalam pasal 76 KUHP, karena yang di dakwakan kepada terdakwa telah
pernah dituntut oleh Penuntut Unmum dan telah ada putusan yang
nmenpunyai kekuatan hukumtetap (ne bis in iden.

Ter masuk del ik aduan, nanun tidak ada surat pengaduan.

Pasal 77 KUHP, hak nenuntut hukuman gugur karena terdakwa neni nggal
duni a.

Pasal 78 KUHP, karena delik dilakukan pada waktu dan tenpat dinmana
Undang- Undang Pidana belum berlaku (belum ada ketentuan yang
nmengat ur), ataupun hak untuk menuntut telah hapus (dal uwarsa).

dakwaan tidak sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b

Bahwa al asan-al asan dal am Nota Keberatan telah ditentukan secara limtatif,

maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP selain dari ketiga macam

al asan tersebut bukan nerupakan al asan keberat an.



BAB | |
PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM

Maj el i s Haki m yang ter hor mat

Ti m Penasi hat Hukum yang kami hormati,

Set el ah nmenbaca Nota keberatan Ti m Penasehat Hukum kam Jaksa Penuntut Unum

nmengaj ukan pendapat sebagai beri kut

A. Tent ang Pendahul uan.

Dal am pendahul uan Nota Keber atan Penasehat Hukum Terdakwa antara lain :

1.

Penasehat hukum terdakwa nenyatakan "surat dakwaan dibuat bukan
hanya atas dasar hasil peneriksaan nanun |ebih banyak didasarkan
atas immjinasi dan spekulasi, sehingga secara unum yang terkesan
adal ah nengada- ada"

Penasehat hukum nenpertanyakan diajukannya terdakwa Pollycarpus
Budi hari Priyanto sebagai Pel aku Tunggal yang terkesan di paksakan
dan nengada-ada karena tim penyidik yang dibantu oleh Tim Pencari
Fakta tel ah gagal nenenukan penbunuh sebenarnya. Seakan-akan Jaksa
Penunt ut Umum sedang nenprakt ekkan pepatah Tidak ada Rotan akarpun
jadi, Tidak ada penbunuh, Polli pun jadi.

Penasehat hukum nenpertanyakan kepentingan tcrdakwa untuk nenbunuh
Muni r .

Penasehat hukum ntncari-cari relevansi persidangan kasus atasnama
terdakwa Pol | ycarpus Budi hari Priyanto dengan kinerja TPF dan hal -
hal yang berhubungan dengan perkenbal 1gan penyidi kan kasus

penmbunuhan Munir dengan nmengutip berita nedia masa dan pendapat LSM
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Kam tidak sependapat dengan yang disanpai kan oleh Penasehat Hukum

Ter dakwa dal am pendahul uan di at as, karena

a. Pendapat atau Keberatan tersebut diluar yang diatur dalam pasal 156
ayat (1) KUHAP.

b. Bahwa statenmen Penasehat Hukum yang ditulis dalam pendahul uan terkesan
nmenci pt akan opi ni untuk nenpengaruhi proses persidangan, sebab hal -hal

yang di kenukakannya diluar |ingkup nmateri Eksepsi

. Tentang "TPF" Muinir

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan halaman 7 s/d 9
menpertanyakan tentang Tim Pencari Fakta (TPF) yang di bentuk berdasarkan
Keput usan Presiden Nonor : |11/2004 tentang penbentukan Ti m Pencari Fakta,
yang dimul ai dari cerita meninggal nya Alm Minir dal am perj al anan nenunt ut
il mu ke negeri Bel anda, penbentukan TPF; kinerja TPF, termuan TPF dan dal am
baris terakhir Penasehat Hukum Terdakwa nenyatakan tidak sepatutnya TPF
nmenpubl i kasi kan apa yang di sebut sebagai tenuan yang masi h dangkal kepada
publi k. Kam tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang dal am
Not a Keber at an nenper masal ahkan tentang TPF Munir, Kkarena:

a. Perkara terdakwa Pol |l ycarpus Budi hari Priyanto di ajukan ke persi dangan
di Pengadil an Negeri Jakarta Pusat dengan surat dakwaan yang
di dasarkan atas berkas perkara dari penyidik Badan Reserse Krim nal
Polri No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit-1 tanggal 13 Juni 2005, bukan dari
temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

b. Bahwa yang di kenukakan ol eh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentang TPF
Muni r sudah jauh ke luar dari |lingkup Nota Keberatan, bahkan kami
meni | ai apa yang di permasal ahkan tentang TPF Minir sangat kontradi ks
dengan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada butir 3 (tiga)
hal aman 10 s/d 12



yang pada hal aman tersebut Pcnasehat Hukum Terdakwa nenbahas nengenai
dasar hukum dal am pengaj ui an keberatan atas surat dakwaan yang di buat
ol eh Jaksa Penunt ut Unmum

C. Tentang Dasar Hukum

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dal am Nota Keberatan halaman 10 s/d 12
nmenyanpai kan t entang dasar hukum dal am nengaj ukan Keberatan terhadap surat
dakwaan dan nenjel askan tentang aturan-aturan yang harus di penuhi dal am
penbuat an surat dakwaan. Penasehat Hukum nenul ai penbahasan tentang dasar
hukum tersebut dinmulai dari kata-kata ..."pada persidangan yang lalu

tanggal 9 Agustus 2005 sanpai untuk itulah kam nengaj ak persi dangan
ini menguji kecermatan, kejelasan dan kel engkapan surat dakwaan yang tel ah
di runuskan ol eh rekan Jaksa Penuntut Umuni'. Dalam alinea pertama pada

halaman 10 tersebut penasehat hukum nenyat akan dakwaan yang ditulis
dan di bacakan dengan nenggunakan bahasanya Jaksa Penuntut Unumitu tenyata
di t anggapi ol eh Terdakwa dengan "kata-kata ada yang tidak bisa di nengerti”

"Terdakwa tenyata tidak bisa nmengerti dari nmana Jaksa Penuntut Umum
dapat nengatakan bahwa dirinya adalah aktivis gerakan NKRI". Penasehat
Hukum rmenyat akan karena Kketidakjelasan dan kekaburan dakwaan maka

menyanpai kan Not a Keberat an terhadap surat dakwaan.

Kam tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa apabila alasan
terdakwa Pol | ycarpus Budi hari Priyanto yang nmengat akan kat a-kata "ada yang
tidak bisa dinmengerti" sanpai kata-kata ...adalah aktivis NKRI ", dijadi kan
dasar keberatan terhadap surat dakwaan karena

a. Kata-kata terdakwa "ada yang tidak bisa dinmengerti" terhadap dakwaan
adal ah nmerupakan hak terdakwa. Menurut D. Sirnon dal am buku acara
pi dana I ndonesia oleh Dr. Andi Hanzah, SH, Arikh Media Cipta Jakarta
1993 bahwa hak kebebasan terdakwa untuk nmengaku atau nenyangkal
harus di hormati. Penyangkal an, ol eh terdakwa saj a di perbol ehkan apa
| agi hanya nmengucapkan



kat a-kata "ada yang tidak bisa dinmengerti". Penggunaan kata "ada
di hubungkan dengan kata-kata "yang tidak bisa dinmengerti”,
nmengandung pengertian banyak yang terdakwa nengerti dal am dakwaan
tersebut, yang tenyata setelah di jelaskan oleh Mjelis Hakim di
Depan persidangan, terdakwa nengerti isi dakwaan

b. Mengenai kata-kata diri terdakwa adal ah aktivis gcrakan NKRI adalah
bukan rekayasa, imajinasi dan bukan spekulasi dari kam Jaksa
Penunt ut Unum nel ai nkan kal i mat tersebut didasarkan dari keterangan
saksi H AN TAN alias EN dalam berita acara peneri ksaan tanggal 10
Juni 2005 yang tercantum dal am ber kas perkar a.

c. Tentang dasar hukum yang di kenukakan ol eh penasehat hukum terdakwa
bahwa dal am nmengaj ukan keber at an di dasar kan pada pasal 156 KUHAP dan
pasal 143 KUHAP, kam sependapat dan surat dakwaan yang kam susun
dal am perkara terdakwa Pollycarpus Budi hari Priyanto sudah menenuhi
ket ent uan pasal 143 KUHAP .

D. Ti dak berdasar "BAP".

Penasehat hukum ber pendapat "Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Unum nerupakan
dakwaan dengan uraian yang tidak jelas karena tidak |engkap. Terutam
karena Jaksa Penuntut Umum nengurai kan dakwaannya ti dak di dasarkan kepada
hasi| peneri ksaan sebagai mana ternmaktub dalam berkas perkara.

Pada halaman 2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebut kan: " Bahwa
terdakwa POLLYCARPUS BUDI HARI PRI YANTO yang sejak tahun 1999 telah
nel akukan kegi atan dengan dali h untuk nmenegakkan Negara Kesatuan Republik

| ndonesi a. ..dst"

Pada halanan 13 penasehat hukum terdakwa nenyatakan "dakwaan tidak
nmengganbar kan konspi rasi penbunuhan seperti ditenmukanTPF"



Kam tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa yang nmenyatakan

dakwaan tidak jelas dengan al asan tersebut diatas, karena

a. Mengenai penulisan terdakwa telah nmelakukan kegiatan untuk
nenegakkan NKRI, telah didasarkan pada BAP, sebagi mana tel ah
kam el askan di at as.

b. Bahwa pada surat dakwaan telah disebutkan dalam nel akukan
per buat annya terdakwa bersanma-sama dengan Yeti Susniyati dan
Cedi Irianto, yang secara jelas telah diuraikan dalam surat
dakwaan mengenai peran masi ng-masi ng yang akan di bukti kan dal am

peneri ksaan pokok perkara.

Pi hak "Tertentu".

Penasehat Hukum nengutip bagi an dari dakwaan antara lain ...yang dinila
ol eh terdakwa naupun pi hak TERTENTU tel ah sangat ... dst. Penasehat Hukum
ber pendapat bahwa uraian seperti ini adalah suatu uraian yang abstrak

sehi ngga nerupakan uraian yang tidak jelas. Karena siapa PlIHAK TERTENTU
yang di maksud Jaksa Penuntut Umum dal am dakwaannya tersebut tidak ada

penj el asannya.

Kam tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang
nenyat akan urai an surat dakwaan tidak jelas, karena surat dakwaan yang
di susun sudah nmengurai kan unsur-unsur pasal yang di dakwaan dengan
mengur ai kan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa baik secara
sendiri-sendiri atau bersama-sana dengan orang |ain, dengan nenyebutkan
waktu dan tenpat dimana terdakwa nel akukan perbuatan. Sedangkan mnengena

kej el asan tentang perbuat an-perbuatan yang dil akukan ol eh terdakwa nmaupun
adanya perbuatan yang saling nmenpunyai hubungan kausalitas adal ah
nmer upakan materi perkara yang justru akan di bukti kan dal am persi dangan



F. Pasal "56" KUHP di drop.

Penasehat Hukum terdakwa nenyatakan, dengan dasar apakah Jaksa penuntut
Umum nenghi l angkan pasal 56 ke-1 KUHP. Lalu dengan dasar apa Jaksa
Penunt ut Umum kenudi an nenyusun surat dakwaan dengan nenerapkan dakwaan
terhadap diri terdakwa dengan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat | ke-I KUHP.

"Pasal 55 KUHPi dana nensyaratkan adanya keterkaitan amat erat diantara
Terdakwa dengan Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. Cedi Irianto, namun anehnya
JPU nyata-nyata tidak menyebutkan notivasi apa yang nendorong Sdr. Yeti
Susmiarti dan Sdr. Cedi Irianto baik sendiri-sendiri atau bersama-sanma
dengan Terdakwa untuk nmelaksanakan dakwaan mengeri kan berupa kejahatan
sebagai mana di atur dalam pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 (1) Ke-lI
KUHPi dana itu"

Ter hadap pernyataan dan pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa dapat kam

j el askan :

a. Bahwa dal am buku Hukum Acara Pi dana | ndonesia oleh DR Andi Hanrah, SH
penerbit CV. Sapta Arta Jaya Jakarta halanman 163 dan halanman 173
menyebut kan :

— Peneri ksaan yang dil akukan ol eh polisi dengan nencantunkan pasal
undang-undang pidana yang nenjadi dasarnya, tidak nengikat
Penunt ut Umum untuk nengi kutinya. Penuntut Umum dapat nengubah
pasal Undang-undang yang di sebut ol eh polisi itu untuk
nmenyesuai kan dakwaan dengan fakta- fakta dan data serta nenyusun
dakwaan berdasar kan runusan delik tersebut.

- Penuntut Umum berwenang nengubah pasal dengan pasal yang lebih
sesuai karena dialah yang bertanggung-jawab atas Kkebijakan
penuntutan. Penuntut Unmum Dominus Litis dalam hal penuntutan,
bebas unt uk nenet apkan peraturan pi dana nmana yang akan di dakwakan
dan nana yang ti dak.

- Bahwa dari pendapat ahli tersebut Jaksa menpunyai kewenangan
unt uk nenentukan penerapan pasal yang tepat dal am suatu dakwaan
sesuai dengan fakta yang ada dal am berkas perkara, dalam perkara
ini kam Jaksa Penuntut Urum



ber pendapat pasal yang tepat sesuai fakta adal ah pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP bukan pasal 56 ke-lI KUHP dihubungkan dengan pidana
pokok. Tidak dicantunkannya pasal 56 KUHP dal am dakwaan adal ah
di benar kan nenurut hukum bukan berarti kam menghil angkan atau
menmani pul asi  pasal seperti yang dipertanyakan Penasehat Hukum
t er dakwa.

b. Tentang penerapan dakwaan terhadap diri terdakwa dengan pasal 340 jo

pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dapat kam jel askan :

- Bahwa dal am berkas perkara nengenai perbuatan terdakwa berdasarkan
fakta menbukti kan adanya kerjasama dengan YETI SUSM Y ARTI dan OEDI
| RI ANTO.

- Berdasarkan kualitas perbuatan terdakwa tersebut, kam berpendapat
terhadap terdakwa tepat di dakwakan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat
1 ke-I KUHP, yang pasal tersebut tercantum dal am berkas perkara.

G Premature.
Kanmi tidak sependapat dan menol ak keberatan Penasi hat Hukum terdakwa yang
nmenyat akan surat dakwaan prematur, karena di dal amterm nol ogi Hukum Acara

Pi dana (KUHAP) tidak di kenal istilah surat dakwaan prematur.

H. Urai an penyertaan.
Bahwa Penasehat Hukum ber pendapat dakwaan Jaksa Penuntut Unum tidak jel as
dan kabur tentang dakwaan "bersana-sanma" nmel akukan, nmenyuruh nel akukan,
dan turut el akukan, dengan nmenpertanyakan apakah terdakwa, YETI
SUSM YARTI dan OEDI | RIANTO klasifikasi bersama-sama nel akukan tindak
pi dana, bersama-sama menyur uhl akukan, bersama-sanma turut serta |akukan,

turut serta mel akukan atau, terdakwa yang nmenyuruh.

Ter hadap pertanyaan Penasi hat Hukum terdakwa tersebut di atas dapat kami

j el askan :
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- Pasal 55 ayat 1 ke-l KUHP nerunuskan "di hukum sebagai pelaku tindak
pi dana, orang yang mnel akukan, yang nenyuruh nel akukan atau turut serta
nel akukan perbuatan. Dari elenen pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut,
hanya di bahas elenen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elenen
"turut serta" yang di dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan

i stilah bersanm-sang.

Bahwa dengan konstruksi dakwaan bersama-sama, maka terdakwa dengan YETI
SUSM YARTI dan CEDI |IRIANTO ternmasuk dalam elemen "turut serta"
nmel akukan perbuatan, karena terdapat kerja-sama antara pel aku peserta
yang satu dengan pel aku peserta yang | ain sanpai sel esai nya perbuatan.
Hoge Raad 17 Mei 1943 Nonor 576 memutuskan apabila para peserta secara
| angsung telah bekerja sama untuk nel aksanakan rencananya dan kerja
sama itu dem kian | engkap dan senpurna, tidak nenjadi persoal an siapa
di antara nereka yang nenyel esai kan kej ahatan itu.

Urai an yang spekul atif.

Bahwa Penasehat hukum nmenyat akan dal am Surat Dakwaan hal anan 4 alenia |11,
Jaksa Penuntut Umum nenyat akan "terdakwa menmasukkan racun arsen kedal am
m numan orange juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR SH., tidak m num
al kohol . ...dst".

Sel anj ut nya Penasehat Hukum terdakwa nengutip surat dakwaan halaman 4
alinea terakhir yang nenyatakan "Saat nenawarkan minunan tersebut, baik
t erdakwa POLLYCARPUS BUDI HARI PRI YANTO, saksi OEDI | RI ANTO dan saksi YETI
SUSM ARTI tahu dan dapat nenastikan bahwa saksi LIE KH E NG AN warga
Bel anda akan menilih W ne.

Bahwa keber at an Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah masuk dal am mat eri

perkara, oleh karena itu tidak rel evan untuk dijawab.

Sur at pal su.

Penasehat Hukum ber pendapat bahwa bagai mana nungkin terdakwa PCOLLYCARPUS
BUDI HARI PRI YANTO di dakwa nenggunakan



K.
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surat pal su sebagai mana di maksud dal am pasal 263 ayat (2) KUHP sementara
siapa yang nenal sukan surat adalah tidak jelas apakah ROHAINIL AIN
at aukah RAMELG A ANWAR.

Penasehat Hukum juga berpendapat atas dasar apa Jaksa Penuntut Unum
nmenyat akan Nota Perubahan Schedule Nonor OFAl 219/04 tertanggal 06
Sept enber 2004 adal ah pal su?

Kam tidak sependapat dengan Penasehat Hukurn terdakwa karena tindak
pi dana sebagai mana diatur dalarn pasal 263 ayat (2) KUHP tidak nenjadi

hapus karena pelaku tindak pidana dalam pasal 263 (1) KUHP belum
di ketahui. Menurut S.R  Sianturi, SH dalarn Buku Tindak Pidana di KUHP
beri kut Penjel asannya, Penerbit Alumi AHWM PTHM Jakarta, halaman 419
nenyat akan bahwa tidak nenjadi soal apakah yang nmenggunakan itu menget ahui

si apa yang nenbuat secara pal su atau yang nmenal sukan surat tersebut. Akan

tetapi harus tahu itu dipal sukan atau di buat secara pal su. Dal am hal i ni

sesuai keterangan saksi RAMELG A ANWAR, ROHAINIL AINl dan saksi Capt.
KARVAL FAUZA SEMBIRING Nota Perubahan Schedule Nonmor : OFA/219/04
tertanggal 06 Septenber 2004, dibuat atas pernmintaan terdakwa dengan
al asan diperintah oleh saksi RAMELA A ANW AR kemudi an Nota Perubahan
Schedul e ditandatangani oleh saksi ROHAINIL AINl yang tidak berwenang
padahal saksi RAMELG A ANWAR tidak pernah nenerintahkan untuk nenmbuat Nota
Per ubahan Schedul e. Kenudi an terdakwa nenggunakan Nota Perubahan Schedul e
tersebut sebagai Extra Crew ke Singapura nmenggunakan Pesawat Garuda Boeng
747- 400 dengan Nomor penerbangan GA-974 yang sal ah satu penunpang pesawat
tersebut adal ah MUNI R

Vi ssum et repertum

Bahwa penasehat hukum terdakwa nenpersoal kan keabsahan yuri di s berdasarkan
pasal 131 ayat 1 KUHAP tentang Vissum et repertum yang di buat pro Justisia
ol eh Kementerian Kehaki man Lenbaga Forensi k Bel anda tanggal 13 OCktober
2004, ditanda tangani ol eh Dr.
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Robert Vi sser dokter dan Patol og bekerja sama dellgan dr. B. Kubat, yang
tel ah nel akukan ot opsi mayat atas nama MUNIR, SH.

Kepada Penasehat Hukum terdakwa dapat kam jelaskan bahwa berdasarkan
Surat Edaran Ketua Mhkamah Agung R 1. Nonor 1 tahun 1985 tanggal 1
Pebruari 1985 tentang Kekuatan penbuktian Berita Acara Peneriksaan Saksi
dan Visum Et Repertum yang dibuat diluar Negeri oleh Pejabat Asing
nmenpunyai kekuatan sebagai al at bukti yang sah apabila Visum Et Repertum
tersebut disahkan oleh Kedutaan Besar R I. / Perwakilan R 1. di Negara
yang bersangkutan. Bahwa Visum Et Repertum dibuat pro Justisia oleh
Kenent eri an Kehaki man Lenbaga Forensi k Belanda tanggal 13 Oktober 2004,
ditanda tangani oleh Dr. Robert Visser dokter dan Patal og bekerja sana
dengan dr. B. Kubat, telah disahkan ol eh Kedutaan Besar R |. di Den Haag
Bel anda tanggal 26 Nopenmber 2004, dengan denikian Visum Et Repertum

tersebut nenpunyai kekuatan sebagai al at bukti yang sah.
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BAB |11
KESI MPULAN

Maj el i s Haki m yang terhormat,

Ti m Penasehat hukum yang kami hormati,

Berdasarkan uraian di atas, kam Jaksa Penuntut Unmum berpendapat bahwa Nota
Keberatan atau Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa yang di bacakan pada hari
Sel asa tanggal 16 Agustus 2005 tidak memenuhi ketentuan dal am pasal 156 ayat (1)
KUHAP dan sudah seharusnya nota keberataan tidak dapat diterima.

A eh karena itu kam Jaksa Penul 1tut Umum nenohon kepada yang terhormat Majelis
Haki m Pengadi | an Negeri Jakarta Pusat, yang neneri ksa dan nengadili perkara ini

menut uskan:

1. Menyat akan nota keberatan Ti m Penasehat Hukum ti dak dapat diterina;

2. Menyat akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Unum Nonor Register Perkara PDM
1305/ JKT. PST/ 07/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 yang telah dibacakan dalam
persi dangan hari Se]lasa 9 Agustus 2005 atas nama terdakwa Pollycarpus
Budi hari Priyanto telah menenuhi syarat forml| dan materiil sesuai dengan
ket entuan pasal 143 ayat (2) huruf(a) dan huruf(b) KUHAP.

3. Menyat akan nenerinma surat dakwaan .Jaksa Penuntut Unum Nonmor Regi ster Perkara
PDM 1305/ JKT. PST/ 07/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 atas nama terdakwa Pol |l ycar pus
Budi hari Priyanto.

4. Mel anj ut kan persi dangan untuk meneri ksa dan nmengadili perkara ini.

Deni ki an pendapat ini kam bacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa 23
Agust us 2005.

Jakarta, 23 Agustus 2005
JAKSA PENUNTUT UMUM

DOMJ P. SIH TE, SH, IH.
Jaksa Utanma Pratama NI P. 230016855




